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Partai Manfaatkan Pos
Bencana dan Hibah

JAKARTA - Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) melansir
temuan menarik tentang
bagaimana partai politik
menggunakan uang negara untuk
operasional partai. Ternyata, pos
dana bantuan sosial dan pos dana
hibah di APBN dan APBD kerap
digunakan sebagai kedok untuk

artai Golongan Karya Rp 1.623.4
suara/106 kursi)
. Partai Demokrasi Indonesia
574,

erjua

04 (14.576.388 suara/94 kursi)

mengucurkan dana ke partainya.
Menurut anggota Badan
Pemeriksa Keuangan Rizal Djalil,
dari satu pos saja, potensi
~ kebocoran keuangan negara
sudah sangat besar. Berdasarkan
perhitungannya, selama kurun
waktu 2007-2010, terdapat lebih
dari Rp 300 triliun dana bantuan
sosial dan dana hibah yang telah
dikeluarkan pemerintah.
“Kepala daerah incumbent*
yang ingin maju lagi ke pilkada
biasanya menggunakan pos dana
bantuan sosial dan dana hibah
untuk kepentingan politiknya.
Orang yang sedang berkuasa
memang bisa leluasa mendesain
dana APBN untuk kepentingan
politik,” tutur Rizal dalam semi-
nar Akuntabilitas Dana Politik di
Jakarta kemarin (28/11).
Indikasinya, tutur ‘ Rizal,
menjelang pemilu dan pilkada,
alokasi anggaran belanja sosial
dan belanja hibah di APBN/
APBD membengkak. Berbeda

dengan penggunaan anggaran

instansi, penggunaan pos dana
bantuan sosial dan pos dana hibah
memang tergantung pada
keputusan kepala daerah sendiri,
meski penggunaannya tetap akan
dilaporkan pada auditor BPK dan
BPKP. Dana yang bersumber dari
APBN atau APBD tersebut
" jumlahnya jauh lebih besar dari
subsidi untuk partai politik
pemenang pemilu yang secara
resmi diberikan oleh negara.
Formulasinya, setiap suara yang
diperoleh partai dalam pemilu

uara/28 kurst)

Partai Gerakan lndonasua Raya Rp

legislatif dihitung sebesar Rp 108.
Dengan total syara sekitar 85 juta,
setiap tahun APBN mengalo-
kasikan anggaran Rp 9,1 miliar
untuk partai politik pemenang
pemilu.

Berdasarkan formulasi tersebut,
di tingkat nasional, hanya ada tiga
partai yang mendapat jatah lebih
dari satu miliar per tahun, yakni
Partai Golkar, PDIP, dan Partai
Demokrat. “’Di daerah juga
berlaku formulasi yang sama,
hanya nominalnya lebih kecil
sehingga tidak dapat digunakan
untuk operasional partai, apalagi
untuk pilkada,” tutur Rizal.

Untuk mencegah penyalah-
gunaan uang negara dan menekan
korupsi, Rizal mengusulkan agar
partai politik tidak dibatasi dalam
'mencari sumber pendanaan. Salah

satunya melalui penghapusan

pembatasan sumbangan pihak
swasta pada partai politik. “‘Ini
agar parpol tidak memakai
topeng, tetapi mencari ruang-
ruang gelap,” katanya.

Sumber Jawa Pos (28/11/2011)

Selain itu, partai diperbolehkan
memiliki unit usaha, sehingga
mampu mencari pendapatan di
luar uang negara. *“’Malaysia
memperbolehkan partai-partai
memiliki usaha. Sebab kalau
tidak, kondisinya akan tetap
seperti sekarang, memanfaatkan
dana tidak resmi, seperti main
komisi proyek, menggunakan
dana hibah dan bantuan' sosial,”
ujarnya.

Pendapat berbeda disampaikan
Koordinator Jaringan Pendidikan

‘Pemilih Suara untuk Rakyat

(JPPR) Jerry Sumampouw. Dia
menilai subsidi negara untuk
parpol justru harus dihilangkan.
Paipol juga tidak boleh berbisnis,
karena akan melanggengkan
kartel politik. ‘’Sekarang ini
parpol sudah mengendalikan
badan usaha lewat tangan-tangan
politik, kalau mereka diperboleh-
kan secara resmi memiliki usaha,
maka legal pula parpol
mengambil uang negara,”
terangnya. (jpnn)




